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ABSTRAK 

 

 

Sektor perpajakan masih menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara 

yang potensinya tetap digali dikarenakan mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan negara. Rasio kepatuhan wajib pajak keseluruhan secara nasional 

pada tahun pajak 2022 mengalami penurunan, namun secara regional rasio 

kepatuhan wajib pajak terkhususnya UMKM mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan, seperti pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Dalam 

menjaga kepatuhan wajib pajak agar selalu meningkat, dapat didukung melalui 

pemanfaatan teknologi dengan pemberdayaan digitalisasi layanan pajak, pemberian 

insentif pajak oleh pemerintah, dan menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri 

wajib pajak sebab memenuhi kewajiban perpajakan termasuk ke dalam bentuk cinta 

tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi layanan pajak 

dan pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang 

berdomisili di Kabupaten Gianyar serta terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi 

(WPOP) UMKM pada KPP Pratama Gianyar tahun 2022. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan 

menyebarkan kuesioner. Sampel penelitian ini diambil melalui metode purposive 

sampling dengan jumlah sampel 100, sehingga responden yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 WPOP UMKM yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Pengujian statistik menggunakan alat uji Partial Least Square (PLS) 

dengan SmartPLS 3.3.9. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (a) Digitalisasi layanan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (b) 

Pemberian insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM, (c) Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh 

digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh 

positif dan signifikan, dan (d) Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh 

pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh 

positif dan signifikan. 

 

Kata kunci:   digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, kepatuhan 

wajib pajak, dan nasionalisme 
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ABSTRACT 

 

 

The taxation sector is still one of the largest sources of state revenue whose 

potential is still being explored because it has an important role in the country's 

development. The overall tax compliance ratio  in the 2022 tax year nationally has 

decreased, but regionally the taxpayer compliance ratio, especially MSME, has 

experienced a significant increase, such as at the Gianyar Tax Office KPP Pratama 

Gianyar. In maintaining taxpayer compliance so that it always increases, it can be 

supported by the use of technology by empowering digitization of tax services, 

providing tax incentives by the government, and instilling a spirit of nationalism in 

taxpayers because fulfilling tax obligations is included in the form of love for the 

motherland. This study aimed to examine the effect of digitizing tax services and 

providing tax incentives on the compliance of MSME taxpayers who are domiciled 

in Gianyar regency and registered as individual taxpayers of MSME at KPP 

Pratama Gianyar in 2022. 

The type of data used was primary data obtained by distributing 

questionnaires. The sample for this research was taken using a purposive sampling 

method with a total sample of 100, so  the respondents needed in this research were 

100 individual taxpayers of MSME with the predetermined criteria. Statistical 

testing used the Partial Least Square (PLS) test tool with SmartPLS 3.3.9. 

This research shows that (a) Digitalization of tax services has a positive effect 

on MSME taxpayer compliance, (b) providing of tax incentives has a positive and 

significant effect on MSME taxpayer compliance, (c) Nationalism as a moderator 

of the effect of digitalization of tax services on MSME taxpayer compliance has a 

positive and significant effect, and (d) Nationalism as a moderator of the effect of 

providing tax incentives on MSME taxpayer compliance has a positive and 

significant effect. 

 

Keywords:    digitalization of tax services, providing tax of tax incentives, taxpayer 

compliance, and nationalism  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era 4.0 yang sedang berlangsung saat ini menjadikan perkembangan 

sistem teknologi semakin melaju pesat dan mengakibatkan Indonesia 

dihadapkan pada tuntutan perkembangan dari berbagai bidang dengan harapan 

dapat menjaga stabilitas negara (Yulianti dan Satyawati, 2021). Pemenuhan 

tuntutan tersebut direalisasikan ke dalam suatu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dapat diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu 

penerimaan negara dan hibah. Penerimaan negara dibagi kembali menjadi 

penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Tidak dapat dipungkiri, 

hingga saat ini sektor perpajakan menjadi salah satu sumber terbesar 

pendapatan negara yang potensinya masih terus digali oleh pemerintah dalam 

rangka membiayai pembangunan nasional (Yulianti dan Satyawati, 2021).  

Dewasa ini, fenomena kepatuhan wajib pajak masih hangat 

diperbincangkan (Cindy dan Yenni, 2013). Secara nasional, kepatuhan wajib 

pajak setiap tahunnya tidak selalu meningkat. Bersumber dari databoks yang 

mengutip informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat dilihat 

pada Gambar 1.1, pencapaian kepatuhan wajib pajak dalam melakukan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dari tahun pajak 2017 

hingga tahun pajak 2020 terlihat tidak stabil, sedangkan di tahun 2021 

mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 84,07%. Pada tahun pajak 

2022 persentase pelaporan SPT oleh wajib pajak lebih rendah dibandingkan 
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tahun sebelumnya, walaupun demikian persentase tersebut sudah melebihi 

target yang dipasang, yaitu sebesar 80% (Santika, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Sumber: DJP, tahun 2023       
              Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT (2017-2022) 

Pasang surutnya kepatuhan wajib pajak yang berasal dari objek pajak 

orang pribadi maupun badan tentu akan berimbas pula pada pendapatan negara, 

mengingat pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa iuran yang diberikan kepada 

negara serta bersifat terutang kepada yang wajib membayar. Bersumber dari 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), jumlah 

penerimaan pajak dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terus bergerak lurus ke 

atas. Di tahun 2021 penerimaan negara dari pajak sebesar 1.278,6 triliun dan 

di tahun 2022 sebesar 1.716,8 triliun, sedangkan di tahun 2023 penerimaan 

negara dari pajak terbilang cukup positif. Tercatat hingga akhir Februari 2023 

penerimaan pajak sebesar 419,6 triliun atau sudah menyentuh 17% dari target 

pendapatan negara yakni sebesar 2.463 triliun (Kemenkeu RI, 2023). 
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Penerimaan pajak yang sedemikian, rupanya tidak hanya berasal dari satu 

sumber, melainkan dari beberapa sumber dan salah satunya berasal dari sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri UMKM 

tergolong ke dalam salah satu pemberi kontribusi dalam penerimaan pajak 

penghasilan dan bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia (Aini dan 

Nurhayati, 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah memaparkan bahwa suatu usaha milik perorangan 

atau badan dapat dikatakan sebagai UMKM jika memenuhi kriteria 

sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Bersumber dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, 

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang ditampilkan pada Tabel 1.1 menyatakan bahwa UMKM dapat 

digolongkan ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kriteria 

modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan hasil 

penjualan tahunan. 

Tabel 1.1 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

Ukuran Usaha Kriteria 

Modal Usaha Hasil Penjualan Tahunan 

Usaha Mikro 

Usaha Kecil 

Usaha Menengah 

Maksimal Rp 1 miliar 

>Rp 1 miliar – Rp 5 miliar 

>Rp 5 miliar – Rp 10 miliar 

Maksimal Rp 2 miliar 

>Rp 2 miliar – Rp 15 miliar 

>Rp 15 miliar – Rp 50 miliar 

       Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2021 

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

hingga saat ini masih menjadi sorotan, mengingat sebelumnya sektor UMKM 

mengalami kemerosotan akibat pandemi dan berimbas pada menurunnya 
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kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih banyak Wajib Pajak (WP) UMKM 

yang menunda dan menunggak pembayaran serta pelaporan pajak (Dewi et al., 

2020). Saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya menata perekonomian di 

tengah kepatuhan wajib pajak yang tiap tahunnya tidak menentu mengalami 

peningkatan. Di balik menurunnya kepatuhan wajib pajak secara nasional, 

fenomena berbeda ditemukan terhadap kepatuhan wajib pajak secara regional. 

Gianyar sebagai salah satu kabupaten di Bali tercatat sebagai kabupaten dengan 

jumlah UMKM paling banyak diantara kabupaten lainnya, yang di mana 

sebanyak 75.620 UMKM (Diskopukm, 2022). Dikatakan sebagai kabupaten 

dengan UMKM terbanyak, diharapkan UMKM di Kabupaten Gianyar mampu 

memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai 

dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Gianyar yang tertera pada Tabel 1.2, yang di mana terjadi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. 

Tabel 1.2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar  
  2019 2020 2021 2022 

Op Lapor 7.119                 5.723                    4.007               5.723                   

Op Terdaftar 12.642                 8.644 5.857             6.217                     

% Kepatuhan Op 56,31% 66,21% 68,41% 92% 

Realisasi Penerimaan 17.994.512.159  9.149.922.643  7.169.861.608  8.325.211.991  

Sumber: KPP Pratama Gianyar, tahun 2023 

Tahun pajak 2022 yang terlihat pada tabel di atas tersebut, peningkatan 

kepatuhan wajib pajak melambung tinggi yakni sebesar 92%, padahal pada 

tahun-tahun sebelumnya peningkatan terjadi sedikit demi sedikit. Dalam 

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, umumnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menilik dari zaman, perkembangan teknologi tentu memiliki 
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keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi saat ini 

yang semakin pesat dan mendorong terjadinya digitalisasi untuk setiap 

komponen dengan tujuan salah satunya mempermudah aktivitas masyarakat 

dan penyebaran informasi. Dalam perpajakan, digitalisasi layanan pajak 

mempunyai relevansi dengan perkembangan teknologi. Pada era digital, 

pemerintah dan otoritas pajak telah memperkenalkan sistem atau platform 

elektronik untuk pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak, serta dengan 

kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak diharapkan mampu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Di samping itu, kondisi perekonomian masyarakat memiliki keterkaitan 

dengan kepatuhan wajib pajak. Saat ini, pemerintah tengah menata kembali 

perekonomian di Indonesia yang sebelumnya terkena dampak pandemi. Akibat 

dari pandemi tersebut masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan 

kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya kewajiban dalam 

perpajakan. Solusi yang diberikan pemerintah saat pandemi bahkan hingga 

sekarang yaitu menerbitkan program insentif dengan tujuan meringankan 

beban masyarakat, sehingga kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak tetap 

terjaga.  

Di lain sisi, sebagai warga negara yang bangga dengan negara sendiri, 

jiwa nasionalisme yang sudah melekat tentu mempunyai keterkaitan dengan 

kepatuhan wajib pajak. Pada umumnya nasionalisme sering kali dikaitkan 

dengan konteks budaya dan politik, padahal nasionalisme dapat pula dikaitkan 

dengan perpajakan. Nasionalisme dalam perpajakan dapat mempengaruhi 
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perilaku sekaligus kepatuhan wajib pajak. Keyakinan dan identitas 

nasionalisme yang kuat dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Dengan pemaparan dasar tersebut, maka terdapat 

tiga faktor yang di rasa dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak 

secara langsung yakni digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak 

serta nasionalisme yang dalam hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak secara tidak langsung. 

Digitalisasi layanan pajak merupakan sebuah inovasi fasilitas layanan 

pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis 

online (Tambun et al., 2020).  Adapun tujuan dari terbentuknya digitalisasi 

layanan pajak yaitu untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima 

kepada masyarakat dikarenakan adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik 

dari masyarakat sebagai stakeholder perpajakan (Yosefin dan Anjelika, 2022). 

Dalam mewujudkan itu semua, maka program reformasi digitalisasi layanan 

pajak dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh yang 

dimulai dari e-form, e-filling dan e-billing (Ermanis et al., 2021).  

Digitalisasi layanan pajak dapat diasumsikan ke dalam faktor eksternal 

yang membuat wajib pajak melakukan pelayanan pelaporan pajak secara 

digital oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya digitalisasi layanan pajak 

tentunya mempermudah prosedur pelayanan (informasi dan administrasi) 

perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak dan dirasa tepat pula dikarenakan 

tidak memerlukan tatap muka secara langsung atau dengan kata lain dapat 

dilakukan dari rumah (work from home) atau dari mana pun (Fitria et al., 2022). 
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Pemaparan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Aini dan 

Nurhayati (2022) yang mengkaji pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, 

Fitria et al. (2022) juga mendukung pemaparan tersebut dengan mengkaji 

pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan 

menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian 

dari Fadilah dan Sapari (2021) yang mengkaji pengaruh penerapan sistem e-

billing dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan bahwa 

e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, 

maka dapat dikatakan bahwa digitalisasi pajak pada wajib pajak tidak semua 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Selain digitalisasi layanan pajak, faktor berikutnya yang dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pemberian insentif pajak. 

Pemberian intensif pajak termasuk faktor eksternal yang dapat dikatakan 

relevan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu berupa penawaran dari 

pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu aktivitas tertentu (Fitria et al., 

2022). Menurut Dewi et al. (2020) pada umumnya insentif pajak terbagi 

menjadi empat bentuk, antara lain pengecualian dari pengenaan pajak, 

pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan 

penangguhan pajak.  
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Kebijakan insentif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dalam 

membantu UMKM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 23 

Tahun 2018 mengenai wajib pajak yang mempunyai penghasilan bruto tidak 

melebihi 4,8 miliar per satu tahun pajak dapat memanfaatkan insentif pajak 

penghasilan final sebesar 0,5% dengan jangka waktu tertentu (PP No. 23, 

2018). Melihat situasi perekonomian Indonesia yang sempat porak poranda 

karena pandemi Covid-19, pemerintah memberlakukan kembali Peraturan 

Menteri Keuangan atau PMK No.23/PMK.03/2020 terkait insentif pajak untuk 

wajib pajak yang terdampak Covid-19 (PMK No. 23, 2020). PMK tersebut 

kemudian di amandemen menjadi PMK No.9/PMK.03/2021 berupa pemberian 

insentif terhadap pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% akan ditanggung 

pemerintah hingga bulan Juni 2021 (PMK No. 9, 2021). Tidak sampai di sana, 

Menteri Keuangan kembali menerbitkan PMK No.82/PMK.03/2021 terkait 

perpanjangan insentif untuk pajak PPh Final (DTP) hingga masa Desember 

2021 (PMK No. 82, 2021).  

Seiring dengan berkembangnya waktu dan kondisi perekonomian 

Indonesia yang semakin membaik mengakibatkan diterbitkannya peraturan 

baru, serta pencabutan dari peraturan-peraturan sebelumnya. Pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian dicetuskan kembali 

Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022 sebagai turunan dari Undang-

Undang Harmonisasi Perpajakan sekaligus sebagai pengganti PP 23 Tahun 

2018 (DDTC, 2023). PP 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan 
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mengenai pajak penghasilan, seperti tarif PPh final 0,5% dapat diberikan 

kepada orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan 

terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang 

mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, 

dan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tertentu 

atau dengan peredaran bruto hingga 500 juta dalam satu tahun pajak tidak 

dikenakan pajak penghasilan (PPh) (PP No. 55, 2022). 

Pemberian insentif pajak ini di rasa dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, dengan didukung oleh penelitian dari Aini dan Nurhayati, (2022) yang 

mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan 

menyimpulkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pernyataan tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian dari Dewi et al. (2020) yang mengkaji pengaruh 

insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19 

dan menyimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Di samping itu, nasionalisme juga menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi dua faktor sebelumnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Sebagai sebuah negara besar yang menyuarakan rasa nasionalisme, 

sudah sepantasnya masyarakat Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dalam 

hal apa pun, salah satunya dalam hal perpajakan. Menurut Tambun dan Haryati 

(2022) nasionalisme merupakan sebuah paham (ajaran) untuk mencintai 

bangsa dan negara sendiri, yakni Indonesia, selain itu nasionalisme dapat 
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dikatakan sebagai kesadaran anggota atau masyarakat dalam suatu bangsa yang 

secara potensial dan aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan dan semangat 

kebangsaan.  

Nasionalisme dalam perpajakan dapat diartikan sebagai kesadaran dan 

semangat warga negara Indonesia sebagai wajib pajak yang baik, taat akan 

peraturan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

(Purnamasari et al., 2018). Hal tersebut dapat dicerminkan dari beberapa hal, 

antara lain memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tentunya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang dapat 

merugikan negara, seperti penghindaran pajak, mendukung program-program 

pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan dan ikut serta memperjuangkan 

perpajakan yang adil dan transparan bagi seluruh warga Indonesia (Putra dan 

Deri, 2020).  

Adanya rasa nasionalisme dalam perpajakan, diharapkan mampu 

menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Indonesia, serta 

terciptanya kepercayaan dan kestabilan ekonomi yang kuat untuk kemajuan 

bangsa dan negara, karena bagaimanapun penghasilan negara dari pajak akan 

dialokasikan pula untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum yang 

bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga slogan “dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” terealisasikan. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan penelitian dari Tambun dan Resti (2022) dan Purnamasari et al. 

(2018) yang mengkaji mengenai pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan 
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wajib pajak dalam membayar PBB-P22 menunjukkan kesimpulan bahwa 

dengan adanya nasionalisme dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian dari Tambun dan Ananda (2022) yang mengakaji 

pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dan menyimpulkan 

bahwa nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dikarenakan kepatuhan wajib pajak tidak dapat diukur dari rasa cinta tanah air 

sebab kepatuhan wajib pajak semestinya didasari oleh kesadaran dari wajib 

pajak sendiri. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian sebelumnya yang 

tidak konsisten dengan ditemukannya research gap, sehingga timbul 

ketertarikan peneliti untuk mengkaji kembali dalam judul “Pengaruh 

Digitalisasi Layanan Pajak dan Pemberian Insentif Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM dengan Nasionalisme sebagai Moderasi”. Penelitian ini 

berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang berdomisili di 

Kabupaten Gianyar dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Gianyar tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

 

 



12 
 

 
 

1. Apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM? 

2. Apakah pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM? 

3. Bagaimanakah pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM jika dimoderasi dengan nasionalisme? 

4. Bagaimanakah pengaruh pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM jika dimoderasi dengan nasionalisme? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk variabel 

independen hanya berfokus pada pengaruh digitalisasi layanan pajak dan 

pemberian insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang 

dimana kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel dependen, serta 

nasionalisme sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini memfokuskan 

kepada wajib pajak orang pribadi UMKM, sehingga sampel yang diambil 

berasal dari wajib pajak orang pribadi UMKM yang berdomisili di Kabupaten 

Gianyar dan terdaftar pada KPP Pratama Gianyar di tahun 2022. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

c. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan 

nasionalisme. 

d. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi dengan 

nasionalisme. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

informasi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat 

memberikan pemahaman serta manfaat mengenai pengaruh 

digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nasionalisme sebagai 

moderasi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada pembaca mengenai pentingnya pemahaman terkait pengaruh 

digitalisasi layanan pajak dan pemberian insentif pajak terhadap 
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kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nasionalisme sebagai 

moderasi serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil analisis serta pembahasan mengenai penelitian ini yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

1. Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga mempunyai arti bahwa semakin 

meningkatnya kualitas digitalisasi layanan pajak, maka kepatuhan wajib 

pajak akan meningkat dikarenakan kemudahan yang diperoleh wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 

2. Pemberian insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga memiliki arti bahwa semakin 

besar insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin 

meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan pemberian 

insentif tersebut dapat meringankan beban pajak dari wajib pajak. 

3. Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh digitalisasi layanan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak memunculkan hasil yang positif dan 

signifikan, sehingga dengan adanya rasa nasionalisme pada diri wajib pajak 

dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

4. Nasionalisme sebagai pemoderasi atas pengaruh pemberian insentif pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak memunculkan hasil yang positif dan 
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signifikan, sehingga tingkat nasionalisme yang tinggi akan memperkuat 

pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam hal 

ini, kebanggaan dan rasa cinta terhadap negara akan meningkatkan respons 

positif wajib pajak terhadap insentif pajak yang ditawarkan, sehingga wajib 

pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan. 

B. Implikasi 

Penelitian ini didapatkan implikasi yang didasarkan pada hasil penelitian 

sebelumnya. Implikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi pemerintah, 

mahasiswa, dan wajib pajak UMKM maupun pembaca lainnya dalam 

memperluas ilmu pengetahuan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Secara khusus mengenai digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif 

pajak, dan nasionalisme. Di samping itu, adanya keterkaitan dari teori 

atribusi dan theory of planned behavior (TPB) yang mendasari dari pada 

niat seseorang dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perilaku 

serta memperkuat theory of technology acceptance model (TAM) yang 

mendasari seseorang sebagai pengguna teknologi. 

2. Implikasi Praktis 

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan terkait 

rumusan kebijakan dari sistem perpajakan di Indonesia, sehingga kepatuhan 

wajib pajak terkhusus UMKM dapat semakin meningkat. Bagi wajib pajak, 

penelitian ini dapat menambah kesadaran dan memberikan motivasi agar 
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taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pelaporan 

maupun pembayaran pajak. Bagi Politeknik Negeri Bali, mahasiswa dapat 

menggunakan penelitian ini guna menambah referensi untuk 

mengembangkan penelitian yang sejenis. 

C. Saran 

Saran yang dapat diberikan atas penelitian yang telah dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Otoritas Pajak 

Bagi otoritas pajak sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib 

pajak UMKM terkait digitalisasi layanan pajak, pemberian insentif pajak, 

serta nasionalisme terbaru yang sedang diterapkan di Indonesia. Di lain sisi, 

digitalisasi sangat membantu wajib pajak, namun sangat disayangkan ketika 

tidak semua wajib pajak melek akan teknologi dan paham menggunakan 

aplikasi perpajakan yang ada, sehingga perlu dilakukan kampanye 

(sosialisasi) offline maupun online. Sedangkan, untuk pemberian insentif 

pajak juga sangat menolong wajib pajak UMKM, tetapi sebaiknya 

pemberian insentif pajak agar lebih dievaluasi terkait persyaratan dan juga 

jangka waktu pemberian insentif. 

2. Bagi Wajib Pajak UMKM 

Harapan bagi Wajib Pajak UMKM adalah agar lebih peduli terhadap 

kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya digitalisasi 

layanan pajak, karena kebijakan tersebut diberlakukan guna mempermudah 
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wajib pajak saat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke 

kantor pajak. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian di lokasi 

yang tepat dan berbeda, menambah jumlah responden agar dapat 

menggambarkan ruang lingkup penelitian serta menambahkan variabel 

penelitian yang berbeda, dan memilih indikator variabel yang tidak umum.
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